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KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM FHWIHEI BA.LI
DENGAN

LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN INDONE:
KEADILAN (APIK) BALI

NOMOR : W.20-123.HN.04.03 TAHUN 2026

Pada hari ini Kamis tanggal 5 (lima) bulan Maret tahun 2026 hmﬁ
D-EI‘IFIH:EH!' Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

MNama : EEM NURMANAH
Jabatan . Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bali
Alamat . JI. Raya Puputan Niti Mandala Rencen Denpasar -y

Dalam hal inl bertindak untuk dan atas nama Menteri Hukum, selanjutnya l.'laehut
sebagai PIHAK KESATU.

. Nama ;NI LUH PUTU NILAWATI
Jabatan . DirekturKetua Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan
Indonesia untuk Keadilan (AFIK) Bali 3
Alamat - JI. Trengguli Nomor 85, Penatih, Denpasar Timur, Kota

Denpasar, Provinsi Bali
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi
Ferempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Bali, selanjutnya disebut PIHAK ;
KEDUA. al

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut F.HR&
PIHAK terlebih dahulu menjelaskan:

2 PIHAK KESATL dalam hal ini merupakan Kuasa Pengguna Anggaran pada Hm
Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bali. il
b, PIHAK KEDUA dalam hal ini merupakan pimpinan Pemberi Bantuan Hukum pe P .

5.HN.04 03 Tahun 2024 tentang Lembaga/Organisas! Bantuan Hukum yang
Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 20
2027 dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M. HH-6.HN.04.03 Tahun 202 e
Lembaga/Organisas| Bantuan Hukum yang Terverifikas| dan Terakreditas
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Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Repubiik In |
Nomor 179); : : e .-
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Fata
Pemberian Bantuar Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Le
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 98, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 5421); T
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tenfang
Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan
Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor B16) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 83
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan b
Pemerntah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian
Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita MNegara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor §7);
Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
Peraturan Menteri Hukum MNomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 912);
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.HN. 03.03 o
Tahun 2021 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi:
Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-5.HN.04.03 Tahun 2024 tentang
Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai
Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027:
Keputusan Menteri Hukum Nomor MHH-6.HN.04.03 Tahun 2024 tentang
Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Terverifikasi dan Terakreditasi Kembali
sebagal Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027 _ L8
Petunjuk Pelaksanaan Kepala BPHN MNomor PHN. HN.04.03-230 Tahun
tentang Penyaluran Dana dan Pengawasan Bantuan Hukum: : s
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Provinsi Bali Nomor : SP. DIPA-1 35.03.2,693039/2026 Tanggal
1 Desember 2025, : R T
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1. Badan Pembinaan Hukum Hﬁuﬂma{ﬂnwﬂh ut

kerja pada Kementerian Hukum selaku Penyalen

2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum adalah unit vertikal pada.
yang melaksanakan tugas pembantuan di bidang | bantuan h i

3. Panitia Pengawas Pusat yang selanjutnya disebut F'anwslpm 2
khusus di bawah koordinasi Badan Pembinaan Hukum 3
tugas dan fungsi pengawasan, pemantauan, dan  evaluasi
penyelenggaraan bantuan hukum.

4  Panitia Pengawas Daerah yang salanjuinya disebut Panwasda au:hhh u’di
khusus di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang mer
tugas dan fungsi pengawasan, pemantauan, dan evah.lam @
penyelenggaraan bantuan hukum di daerah.

5. Standar Layanan Bantuan Hukum adalah telok ukur yang d]pargmalmn m
pedoman dalam pemberian layanan Bantuan Hukum.

B. Sistem Informasi Database Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Ell:lhaﬂhm'r
adalah sistem pelayanan administrasi bantuan hukum secara elektronik :fang
diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional umiuk menum
pelaksanaan pemberian bantuan hukum.

7. Hari adalah harn kerja.

BABII
TUJUAN

Pasal 2
Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini berfujuan unfuk menjamin:
a. kepastian pemberian bantuan hukum kepada orang miskin atau hdunmﬂhm

miskin; dan :
b, penyaluran anggaran bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum di Provinsi

Bali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Il
RUANG LINGKUP

Fasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Inl meliputi N
a. Pemberian Bantuan Hukum litigasi dalam Perkara Pidana, Perdata, danz
Usaha Negara melalul pendampingan dan/atau menjalankan Huﬁﬂ dalan

1) penyidikan/pemeriksaan pendahuluan/gugatan; vk

2)  persidangan di Pengadilan Tingkat |,
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Pasal 4
Hak dan Kewajiban PARA PIHAK sebagai berikut:
a. PIHAK KESATU
1) Hak; T,
a) Menyimpan, mengedarkan, menggandakan danfatau me _ Liblikz ‘-fr_'_:..'
dokumen hasil pemberian bantuan hukum; '
b) Memberikan rekomendasi penjatuban sanksi apahila PIHAK KEDUS
melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Pelaksanaan Bant an
Hukwum ini. r* 2
2) Kewajiban:
a) Menyalurkan anggaran pelaksanaan bantuan hukum jrarg i)
dilaksanakan cleh PIHAK KEDUA sesual dengan kebijakan pemer
dan peraturan perundang-undangan; i
b) Memfasilitasi proses pencairan anggaran bantuan hukum berl:[aﬂai_tan
hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; :
g) Melakukan pembinaan dan pengawasan melafui pemantauan dﬂﬂ'
evaluasi pelaksanaan bantuan hukum.

b. PIHAK KEDUA |
1) Hak: o
Mengajukan tagihan jasa atau pencairan anggaran pemberian hanmnnh i '_:
bagi orang miskin atau kelompok orang miskin kepada HHAE *=t~1 % E.
berdasarkan hasil pekerjaan melalui Sidbankum. ok
2]  Kewajiban: . :
a) Memberikan pelayanan bantuan hukum kepada crang mu_
arang miskin sesuai dengan standar layanan bantuan
ruang lingkup pekerjaan yang diatur pada Fﬂﬂ&nj:m
Bantuan Hukum ini.
b) Memberikan laporan pelaksanaan dan penggunaan ai
hukum secara akuntabel kepada PIHAK KESATU s
& (enam) bulan, :
g)  Mengajukan kelengkapan dokumen pencairan &
yang disampaikan kepada PIHAK KESATU p%l g Jar
setelah pekerjaan selesal (untuk kegiatan nonlitigas
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untuk melaksanakan pemberian

arang miskin sebesar.
No. | JENIS BANTUAN
' HURUN Perkara/Keglatan 2026
1 | LITIGASI Rp 100.000.000.-
2 | NON LITIGAS| Rp 23.910.000-
dengan rincian sebagaimana terlampir. . I
Besaran anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada aya

bersumber dari DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bali 1
Anggaran 20286, .
Rincian besaran anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada iﬁf{ﬂ,
mengacu pada ketentuan mengenai Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan
Non Litigasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor M, HH-01.HN, 03.03 Tahun 2021 tentang Baamn&mm
Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi.

Dalam hal anggaran bantuan hukum litigasi maupun nonlitigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah terealisasi danfatau tidak tersedia, maka PIHAK
KEDUA tetap wajib memberikan bantuan hukum kepada orang atau hﬂiurnpdt'
orang miskin secara mandiri/probono.

BAB VI
PENGALIHAN ANGGARAN BANTUAN HUKLUM

Pazal 6 . |
PIHAK KESATU berhak mengalihkan anggaran PIHAK KEDUA yang telah
dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini berdasarkan hasil
pemantauan dan evaluasi, =
Femantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Panwaspus dan Panwasda, baik secara langsung maupun tidak langsung. i

Pasal 7 !
Pengalihan anggaran sebagalmana dimaksud dalam Pasal 6 hanya dapat dilakuk
antar jenis bantuan hukum yang sama. o
Pengalihan anggaran tidak dapat dilakukan untuk tahapan pafF ara

kegiatan yang telah terbayarkan dan/atau yang permohonannya telah te
dalam Sidbankum. =
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{1) Pengniihan anggaran sebagalmana dimaksud dalam Pasal E
lebih lanjut dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tamba
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian F‘ﬁa na
Hukum ini, "
(2) Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (sddendum) dilakukan p
bulan September Tahun Anggaran 2025 atau bulan Iarmw'a berdasarkal
persetujuan BPHN selaku Panitia Pengawas Pusat,
(3} Dalam hal setelah Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan ( ddendu
dilakukan, PIHAK KEDUA tidak atau kurang aktif dalam pelaksanaan hﬂ'ﬂﬂiﬂi -
hukum, maka PIHAK KESATU dapat melakukan pengalihan anggaran ke:nhn]l.

Pazal §

(1) PIHAK KEDUA wajib menandatangani Perjanjian Pelaksansan Bantuan !—fuhtun
Tambahan {addendum) paling lama 3 (tiga) harl kerla setelah dl'tandatanganrduh
PIHAK KESATL, Al ;

(2) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Bantuan He [
Hukum Tambahan (addendum) sampai batas wakiu sebagaimana dimaksud pada g
ayat (1), PIHAK KESATU tetap dapat mengalinkan anggaran dimaksud tanpa g
persetujuan terfebih dahulu dari PIHAK KEDUA, :

(3) Tidak ditandatanganinya Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan :
(addendum) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dijadikan bahan
pemantauan dan evaluasi oleh PIHAK KESATU.

BAE VI
PENCAIRAN ANGGARAN DAN PEMANTALUAN
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 10 ;

(1) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pencairan anggaran bantuan hukum !
kepada PIHAK KESATU dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan pamlumni
perundang-undangan. .
(2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU
melakukan pemeriksaan kelayakan dokumen untuk selanjutnya FiBmue ikan.
persetujuan terhadap dokumen yang memenuhi kelayakan. 2\



FIH.F.H HEDIJ& dllaHhﬁ mengajukan ﬁ riiry Bsrdian
m hukum kepada Pemerintah Dﬂﬁmhumlﬁ‘ nohanar
PiHAK KESATU, : -t: )
(8) Pelanggaran terhadap ketentuan pa&a aynt {
pelanggaran,
{9) Dalam hal PIHAK KEDUA terbukti melakukan pﬂﬂﬂl’lﬂg’ﬂfﬂh r
sebagaimana dimaksud pada ayat (7). FIHAK KESATU berhak mi
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 11

(1) PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan pencairan anggaran b
hukum tahun anggaran 2026 kepada PIHAK KESATU sejak tanggal 02 .I?ﬂ 7
2026 sampai dengan masa berlaku Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hitk!:mﬁﬁﬁ
berakhir.

(2) Dalam hal batas waktu Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum mﬁam
dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak dapat rﬂﬂrlgﬂlm
pencairan pada tahun bernkutnya

{3) Pencairan anggaran bantuan hukum nonlitigasi hanya dilakukan untuk kﬂg{atmt
yang dilaksanakan pada tahun berjalan sesual berlakunya Perjanjian Fﬂaksamaﬂ
Bantuan Hukum ini.

{4) Pembayaran anggaran bantuan hukum litigasi hanya dilakukan untuk perkmra ',mng

pendampingannya dilaksanakan pada tahun berjalan sesual berlakunya F'faqujlm .
Pelaksanaan Bantuan Hukum inl. i
(5) Pembayaran anggaran bantuan hukum litigasi untuk perkara tahun anggaran 2025 ;

yang beranjut ke tahun 2026, hanya dapat dilakukan terhadap perkara yang
pendampingan layanan bantuan hukumnya berlanjut pada tahun anggaran 2026.

k|
Pasal 12 L
(1) Permohonan pencairan anggaran bantuan hukum dari PIHAK KEDUA yang huﬂal‘r 3
dilakukan pembayaran oleh PIHAK KESATU dinitung sebagai realisasi anggaran.
(2) PIHAK KESATU melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi mg-gp;&:f
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), A
{3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat I_'E}

dasar pertimbangan penetapan anggaran pada tahun berikutnya.
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BAB IX
KEADAAN KAHAR {FGRGE% df 3 el

=

Pasal 14 L PN

(1) PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas keterfambatan atau ‘kegagala
memenuhi Peranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini, baik laﬂgﬁuérﬂ’ niau
langsung, dikarenakan oleh keadaan kahar {forca ma;reura} I

(2) RKedaaan kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi keadaan di luar kemn
kemampuan PARA PIHAK berupa bencana alam, kebakaran yang ﬁﬂak
banjir, pemogokan umum, perang (dinyatakan atau ’ﬂl:lﬂll: \
pemberontakan, revolusi, mahar huru-hara, dan terorisme. -

(3) Jika PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan berdasarkan F'ﬂprihj
Pelaksanaan Bantuan Hukum ini karena mengalami atau dipengaruhi oleh Fnrm
Majeura maka Pihak yang mengalami Force Majeure harus memberitahukan secara
terfulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari
setelah terjadinya Force Majeurs,

(4) Kerugian yang diderita dan biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA Eehmai
akibat terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK KESATU,
demikian pula sebaliknya.

BAB X
JANGEA WAKTU

Pasal 15 oy
(1) Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini mulai beraku sejak tanggal a2 Jmmati -
2026 dan berakhir pada tanggal 08 Desember 2025,
(£) Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan pemberian bantuan hukum antamtaru;gmﬁ;jﬂ: |
Desember 2026 sampal dengan tanggal 31 Desember 2026 tetap dapat dilakukan
secara mandirifprobono tanpa melalui APEN dan dilaporkan melalui fitur Eanﬁlm

Mandin dalam Sidbankum.
BAB XI|
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 18 3

(1) PARA PIHAK dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum rrq i tunduk
sepenunnya mengikuti peraturan perundang-undangan di indﬂ“ﬂ]ﬂ. §



Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum) sebagal r"‘“r.;; a5
ftidak terpisahkan dari Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hu m ini.

(4) Jika terjadi perubahan peraturan perundang-Lndangan di ih

;{;Pﬂ e ...
terkait bantuan hukum maka Perjanjian Pelakzanaan Bantuan Hukum ir

langsung mengikuti peraturan perundang-undangan dan peraturan  kebij
tersebut. § T

DENGAN DEMIKIAN, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk
menandatangani perjanjian Ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanaka anya
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian inl dibuat dalz i
(dua) rangkep, masing-masing dibubuhi dengan metera, mempunyai kekuatan hukum
yang sama dan mengikat bagi para pihak. rangkap yang lain dapat diperbanyak sesual
kebutuhan tanpa dibubuhi meterai. | '

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
Kepala Kantor Wilayah Hukum Provinsi Direktur/Ketua Lembaga Bantuan Hukum
Bali - Asosiasi Perempuan Indonesia untuk

W E P2 Keadilan (APIK) Bali -
| e

TRl |

M,
EEMNURMANAH
NIP 18890607 1992032001
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Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Euhlauah I-{';"'_ m
‘akuntabel serta berorientasi pada hasil, kam! il'-lﬂﬂ ‘bertand:

Nama . NILUH FIJTI..I MNILAVWATI
Jabatan . Direktur/Ketua Lembaga Bantuan Hukum

Indenesia untuk Keadilan (APIK) Bali
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : EEM NURMANAH ] _
Jabatan . Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bali
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU berjanji dan berkemitmen dalam mewujudkan target kineria yang telah
ditentukan dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun 2026 dan melakukan
pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum, serta melaksanakan
kegiatan bantuan hukum nenlitigasi di Posbankum Desa dan Kelurahan. Keberhasilan
dan kegagalan pencapaian target kinera tersebut menjadi tanggung jawaﬁ PIHAK
KESATU, sera bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari PIHAK
KEDLA,

PIHAK KEDUA akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Depasar, 05 Maret 2026

FIHAK KEDUA, PIHAK KESATU,
Kepala Kanter Wilayah Kementerian Hukum  Lembaga Bantuan Huhumﬂm[&s’i

Provinsi Bah ..F'Erempuarl Indonesia un

J.JHMAHAH
NIP 18680807 1882032001



